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Secara makro, kontribusi ekonomi sektor migas dan pertambangan secara langsung antara lain dapat  

dilihat  dari penerimana negara-baik dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), nilai 

ekspor, kontribusi pada Produk Domest ik Bruto (PDB), serta dana bagi hasil (DBH) bagi daerah-daerah 

dimana migas dan pertambangan diproduksi.

PNBP Sektor Migas, Pertambangan dan Sumber Daya Alam   

Kontribusi industri migas terhadap  PNBP secara total maupun PNBP sektor Sumber Daya Alam (SDA) 

dari kurun waktu 2004 sampai dengan 2016 mengalami fluktuasi.  Minyak dan gas bumi masih men-

jadi kontributor utama PNBP sektor SDA. Kontribusi minyak dan gas bumi rata-rata per tahun ma-

sing-masing sebesar 64% dan 25% terhadap total PNBP SDA. Sementara itu, kontribusi terhadap kese-

luruhan total PNBP masing -masing berkontribusi rata-rata sebesar 40% dan 16%. Sementara itu, sektor 

pertambangan umum memilik i kontribusi rata-rata 8% t rehadap PNBP SDA dan hanya 4% terhadap 

total PNBP.

Gambar 1. Kont r ibusi PNBP Migas terhadap PNBP Sektor SDA dan PNBP Total (2004 – 2015)

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat  (LKPP, 2004 – 2015) & BPS
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• Penambahan Prosentase DAU (25% - 26%)
• Dana Reboisasi dari DAK menjadi bagian dari DBH
• Tambahan DBH  SDA dari Panas Bumi & PPh
• Perubahan komposisi prosentase dana 

perimbangan DBH SDA
• Isu transparansi perhitungan alokasi DBH SDA 

menguat
• Isu kesenjangan antar daerah terkait SDA masih

marak

Dinamika Otonomi Daerah Sektor SDA
Era Reformasi

Rezim ’22 Rezim ’32

UU 22/1999

• Demokrasi & Demokratisasi
• Titik berat otonomi di Kab/Kota
• Sistem otonomi luas dan nyata
• No mandate without founding (kewenangan 

disertai pembiayaan)
• Penguatan rakyat melalui DPRD
• Kewenangan daerah untuk menerbitkan izin 

sumberdaya alam selain Migas
• Era Dimulai Ekploitasi SDA oleh Daerah

UU 32/2004 UU 23/2014

UU 33/2004

Rezim ‘23

UU 25/1999

• Desentralisasi Fiskal
• Daerah berhak atas sumber penerimaan dari 

pemerintah pusat, berupa DBH Pajak, DBH 
SDA, DAU & DAK

• Kesenjangan dan konflik antar pusat-daerah, 
daerah-daerah terkait SDA 

UU 22/2001

• Pembentukan daerah dan kawasan khusus
• Pembagian urusan pemerintahan (Pusat-

Daerah, Wajib – Pilihan)
• Penguatan posisi gubernur
• Penguatan rakyat melalui Pilkada Langsung
• Kewenangan daerah untuk menerbitkan izin 

sumberdaya alam selain Migas
• Booming Izin Tambang di Daerah
• Praktik politik rente semakin marak dalam 

sektor SDA
• Moratorium Izin Tambang Pasca UU 4/2009

UU 4/2009

Revisi UU 4/2009

Revisi UU 22/2001

Revisi UU 33/2004

• Pemindahan kewenangan pemberian izin 
pertambangan dari Kabupaten ke Provinsi 
(dan Pusat)

• Kewenangan pengawasan di Pusat
• Transisi P3D yang problematis

• Revisi UU Pemda belum disertai dengan revisi UU 
Perimbangan Keuangan Pusat - Daerah



- 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018

IUP C&C 3.778

IUP NON 

C&C

5.884

Total 9.662

1 Mei 2011 

Rekonsiliasi CnC 

Tahap I

Per 1 Juli 2011

Korsup Minerba KPK 12 + 19 Provinsi

Penataan IUP CnC

Penerbitan Permen ESDM No 43/2015

Rekonsiliasi CnC Tahap 

Okt-Nov 2012

IUP C&C 6.004

IUP NON C&C 4.913

Total (Des 2013) 10.917

IUP C&C 

(I-XVIII)

6.353

IUP NON 

C&C

3.687

Total 10.040

29 Juli 2016 

Pengumuman CNC 

XVIII : 121 IUP

Perkembangan IUP di Indonesia

Era Booming Izin 

Tambang

IUP C&C 6.125

IUP NON C&C 2.155

Total ( Feb 2018) 8.280

Nov 2017, Ditjen Minerba, Ditjen 

AHU,Ditjen Bea Cukai, Ditjen

Perhubungan Laut, Ditjen Daglu, 

KPK dan Ombudsman 

melakukan pemblokiran 

pelayanan publik terhadap

2.509 IUP berstatus non C&C

Feb 2018, 

Ditjen Minerba, Ditjen AHU,Ditjen 

Bea Cukai, Ditjen

Perhubungan Laut, Ditjen Daglu, 

KPK dan Ombudsman 

melakukan pemblokiran 

pelayanan publik terhadap

2.011 IUP yang SK-nya berakhir 

pada Desember 2017

Sumber : ESDM, Diolah
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Pemberantasan Korupsi
Dan Inisiatif Transparansi Sektor Ekstraktif

UU 28/1999 
tentang 
Penyelenggaraan 
Negara Yang 
Bersih dan Bebas 
dari KKN berikut 
pembentukan 
berbagai komisi 
atau badan baru, 
seperti Komisi 
Pengawas 
Kekayaan 
Pejabat Negara 
(KPKPN), KPPU, 
atau Lembaga 
Ombudsman.

TAP MPR RI 
No. 
XI/MPR/1998 
tentang 
Penyelenggara
an Negara 
Yang Bersih 
dan Bebas 
Korupsi, Kolusi 
dan 
Nepotisme

UU 31/1999 
Pemberantasan 
Tipikor

Pembentukan Tim 
Gabungan 
Pemberantasan 
Tindak Pidana 
Korupsi 
(TGPTPK) melalui
PP 19/2000

PP 71/2000 
Tentang Tata Cara 
Pelaksanaan 
Peran Serta 
Masyarakat dan 
Pemberian 
Penghargaan 
Dalam 
Pencegahan dan 
Pemberantasan 
Tindak Pidana 
Korupsi

UU 20/2001 
Tentang 
Perubahan Atas 
UU 31/1999 
Pemberantasan 
Tindak Pidana 
Korupsi

UU 30/2002 
tentang Komisi 
Pemberantasan 
Tindak Pidana 
Korupsi

KEP.KPK NO. 
KEP.07/KPK/02/2005 
Tentang Tata Cara 
Pendaftaran, 
Pengumuman, dan 
Pemeriksaan Harta 
Kekayaan 
Penyelenggara 
Negara

UU 7/2006 
Tentang 
Pengesahan 
UNCAC 2003

UU 46/2009 
Tentang 
Pengadilan 
Tipikor

UU 14/2008
Tentang KIP

UU 32/2009
Tentang PPLH

UU 8/2010 
Tentang 
Pencegahan 
dan 
Pemberantasan 
Tindak Pidana 
Pencucian 
Uang

Perpres 
26/2010 
Tentang 
EITI

Perpres 
55/2012
Tentang 
Stranas Aksi
PPK 2012-2025

Indonesia 
tergabung 
dalam OGP

Perma 
13/2016 
Tentang Tata 
Cara 
Penanganan 
Perkara 
Tindak Pidana 
Oleh 
Korporasi

Perpres 
13/2018 
Tentang 
Penerapan 
Prinsip 
Mengenali 
Beneficial 
Ownership



Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 
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#BijakKelolaSDA


